
POHON KINERJA

MASALAH UTAMA/ISU STRATEGIS

SASARAN KINERJA/KERJA

INDIKATOR KINERJA.KERJA

PROGRAM

ultimate outcome (IKU)

intermediate outcome 

(indikator program)

VISI BUPATI
MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL 

DAN SEJAHTERA

MISI KE 2  RPJMD 
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien 

melalui Pemerintaha yang Profesional, Partisipatif dan Transparan

TUJUAN  RPJMD
Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Responsif dan 

Kurang optimalnya Kualitas dan 
Tata Kelola Manajemen ASN

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan layanan 
kesekretariatan

SASARAN RPJMD
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Belum optimalnya penyusunan 
dokumen perencanaan dan 

penganggaran  berbasis kinerja

Belum optimalnya pelayanan 
kesekretariatan dalam mendukung 

kinerja Perangkat Dearah

Meningkatnya kualitas tata kelola 
dan manajemen ASN

Persentase penempatan ASN yang 
sesuai dengan kompetensi dan 

kualifikasi

Masih rendahnya indeks IPA ASN

Persentase kesesuaian jabatan 
pegawai berdasarkan pendidikan

Indeks Profesionalitas ASN

Persentase ASN bekerja sesuai
dengan kompetensi dan kualifikasi 

dalam jabatan

Persentase ASN berkinerja baikPersentase ASN manajerial dan 
fungsional memiliki sertifikasi

Akuntabilitas Kinerja PD

VISI BUPATI
MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL 

DAN SEJAHTERA

MISI KE 2  RPJMD 
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien 

melalui Pemerintaha yang Profesional, Partisipatif dan Transparan

TUJUAN  RPJMD
Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Responsif dan 

Kurang optimalnya Kualitas dan 
Tata Kelola Manajemen ASN

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan layanan 
kesekretariatan (70/B)

SASARAN RPJMD
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Sasaran 1. Meningkatnya kualitas perencanaan 
dan keuangan Perangkat Daerah

Belum optimalnya penyusunan 
dokumen perencanaan dan 

penganggaran  berbasis kinerja

Indikator : Nilai SAKIP BKPSDM 
(65/B)

Belum optimalnya pelayanan 
kesekretariatan dalam mendukung 

kinerja Perangkat Dearah

Sasaran 2. Meningkatnya kualitas tata kelola dan 
manajemen ASN

Indikator : Persentase penempatan 
ASN yang sesuai dengan 

kompetensi dan kualifikasi (70%)

Belum optimalnya pengelolaan 
manajemen ASN

Sasaran program. Meningkatnya kualitas
layanan kesekretariatan

Sasaran program. Meningkatnya kualitas
perencanaan dan penganggaran

Persentase kesesuaian jabatan 
pegawai berdasarkan pendidikan 

Indikator : Indeks Profesionalitas
ASN (60)

sasaran program. Meningkatkan 
kualitas dan kapasitas ASN

Persentase ASN bekerja sesuai
dengan kompetensi dan kualifikasi 

dalam jabatan (75%)

Persentase ASN berkinerja baik 
(100%)

Persentase ASN manajerial dan 
fungsional memiliki sertifikasi (75%)

Akuntabilitas Kinerja PD

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH PROGRAM PENGEMBANGAN SDM



Output

indikator kegiatan'

Proses

indikator sub kegaiatan

Rendahnya kualitas dokumen 
perencanaan, anggaran dan 

evaluasi kinerja Perangkat Daerah

Belum maksimalnya kualitas 
layanan kesekretariatan

Belum optimalnya pembinaan ASNBelum optimalnya pengelolaan karir ASNBelum optimalnya pelayanan dan 
pengelolaan ASN

Meningkatnya kualitas layanan 
kesekretariatan

Meningkatnya penataan karir Aparatur Sipil NegaraMeningkatnya pelayanan dan 
pengelolaan Aparatur Sipil Negara

Meningkatnya kepuasan layanan 
kesekretariatan

Meningkatnya kualitas dokumen 
perencanaan, penganggaran dan 
evaluasi kinerja perangkat daerah 

Persentase  formasi kebutuhan 
pegawai yang terpenuhi berdasarkan 

jumlah bezzeting /informasi yang 
diusulkan (75%)

Persentase  dokumen perencanaan 
anggaran dan evaluasi kinerja  yang 

tersusun tepat waktu (100%)

Persentase ASN yang telah 
mengikuti peningkatan kompetensi 
sesuai dengan syarat kompetensi

Persentase penempatan ASN 
sesuai dengan kualifikasi dan 

kompetesi (75%)

Persentase  kepuasan pelayanan 
administrasi kepegawaian (100%)

Persentase  kepuasan pelayanan 
administrasi umum (100%)

Persentase  kepuasan layanan 
administrasi keuangan (100%)

Persentase  ketersediaan jasa 
penunjang urusan PD (100%)

Persentase  pemeliharaan BMD 
penunjang urusan  PD (100%)

Persentase  ketersediaan BMD 
penunjang urusan PD (100%)

Persentase  data kepegawaian yang 
terupdate atau diremajakan (90%)

Rendahnya kualitas dokumen 
perencanaan, anggaran dan 

evaluasi kinerja Perangkat Daerah

Belum maksimalnya kualitas 
layanan kesekretariatan

Belum optimalnya pembinaan ASNBelum optimalnya pengelolaan karir ASNBelum optimalnya pelayanan dan 
pengelolaan ASN

Meningkatnya kinerja Aparatur Sipil 
Negara

Meningkatnya penataan dan pengembangan karir Aparatur Sipil NegaraMeningkatnya pelayanan dan 
pengelolaan Aparatur Sipil Negara

Meningkatnya kepuasan layanan 
kesekretariatan

Meningkatnya kualitas dokumen 
perencanaan, penganggaran dan 
evaluasi kinerja perangkat daerah 

Persentase  formasi kebutuhan 
pegawai yang terpenuhi berdasarkan 

jumlah bezzeting /informasi yang 
diusulkan (75%)

Persentase  dokumen perencanaan 
anggaran dan evaluasi kinerja  yang 

tersusun tepat waktu (100%)

Persentase ASN yang telah 
mengikuti peningkatan kompetensi 
sesuai dengan syarat kompetensi

Persentase ASN dengan nilai SKP 
baik (75%)

Persentase  kepuasan pelayanan 
administrasi kepegawaian (70/B)

Persentase  kepuasan pelayanan 
administrasi umum (70/B)

Persentase  kepuasan layanan 
administrasi keuangan (70/B)

Persentase  ketersediaan jasa 
penunjang urusan PD (100%)

Persentase  pemeliharaan BMD 
penunjang urusan  PD (100%)

Persentase  ketersediaan BMD 
penunjang urusan PD (100%)

Persentase  data kepegawaian yang 
terupdate atau diremajakan (90%)

1.  Jumlah dokumen perencanaan PD
2.  Jumlah RKA-SKPD dan la. hasil 
koordinasi penyusunan dok RKA SKPD
3.  Jlh dok ren perubahan RKA-SKPD dan 
lap.hasil korodn penyusunan
4.  Jlh dok. DPA-SKPD dan la.hasil koordns 
penyusunan DPA SKPD
5.  Jlh. laporan capaian kinerja & ikhtisar 
realisasi kinerja SKPD dan lap. hasil 
realisasi kinerja SKP koordinasi 
penyusunan lap. capaian kinerja & ikhtisar
6.  Jlh. lap evaluasi kinerja PD

1.  Jlh org menerima gaji dan tunjangan 
ASN
2.  Jlh dok penatausahaan dan 
pengujian/verifikasi keuangan SKPD
3.  Jlh paket meubel yang disediakan
4.  Jlh unit peralatan dan mesin lainnya 
yang disediakan
5. Jlh. kendaraan dinas opers/lapangan 
yang dipelihara dan dibayarkan pajak 
dan perizinananya
6. Jumlah perlataan dan mesin lainnya 
yang dipelihara
7. Jumlah sarana dan parasarana 
pendukung gedung kantor atau 
bangunan lainnya yang 
dipelihara/direhabilitasi
8. Jumlah gedung kantor dan bangunan 
lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
9. Julh org yang mengikuti sosialsiasi 
Peraturan perundang-undnagan
10.  Jlh paket kompenen instalasi 
listrik/oenerangan
11.  Jumlah paket peralatan dan 
perlengkapan kantor yang disediakan

1. Jumlah peserta lulus seleksi 
CPNS/PPPK
2.  Jumlah CPNS yang emngikuti 
pengembangan sumpah janji 
ASN
3.  Jumlah administrasi 
pengangkatan CPNS dan PPPK 
yang terselesaikan
4.  Jumlah SK pensiun yang 
diterbitkan tepat waktu
5.  Jumlah ASN yang mengikuti 
pembekalan pensiun

1.  Jumlah aplikasi kepegawaian 
yang ditingkatkan dikelola dan 
dipelihara
2. Persentase data kepegawaian 
yang diperbaharui
3.  Jumlah KARPEG/KARIS/KARSU 
yang diterbitkan
4.  Persentase rekonsiliasi data 
kepegawaian di elingkungan 
Pemkab Paser

1.  Jumlah peserta yang 
menbgikuti PKA, PKP dan PKN
2.  Jumlah CPNS yang 
mendapatkan pendidikan latsar

1.  Jumlah dokumen pengelolaan 
assesment center
2. Jumlah dokumen hasil 
pengelolaan adm. diklat dan 
sertifikasi ASN
3.  Jumlah ASN yang 
mendpatakan pendidikan 
lanjutan

1. Jumlah dokumen hasil 
pelaksanaan mutasi JPT, JA dan 
Kabatan pelaksana dan mutasi 
ASN antar daerah
2.  Jumlah pengelolaan kenaikan 
pangkat ASN
3.  Terselenggaranya rapat 
Baperjakat
4. Jumlah calon JPT yang lulus 
assesment lelang JPT
5.  Jumlah ASN fungsional yang 
dibina
6. Jumlah ASN jabatan 
fungsional yang mendapatkan
pelayanan pengembangan karir

1.  Jumlah peraturan 
Bupati/Perbup dan Petunjuk 
teknis Sistem Manajemen Kinerja 
ASN
2.  Jumlah SKP yang terkumpul 
dan dievaluasi
3. Jumlah peraturan 
Bupati/Perbup dan petunjuk 
teknis Sistem Manajemen Kinerja 
ASN yang dievaluasi
4.  Jumlah ASN yang diberikan 
penghargaan
5. Jumlah PNS yang emmperoleh 
penghargaan SLKS
6.  Jumlah kenaikan gaji berkala 
PNS yang terselesaikan tepat 
waktu
7.  Jumlah peraturan Kepala 
Daerah ttg penyusunan 
standarisasi TPP/Tunjangan 
Kinerja yang ditetapkan
8.  Jumlah kasus pelanggaran 
disiplin yang terselesaikan
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11.  Jumlah paket peralatan dan 
perlengkapan kantor yang disediakan
12. Jumlah paket peralatan rumah 
tangga yang disediakan
13.  Jumlah paket barang cetakan dan 
penggandaan yang disediakan
14.  Jumlah dokumen bahan bacaan dan 
peraturan perundang-undangan yang 
disediakan
15.  Jumlah dokumen penatausahaan 
arsip dinamis
16.  Jumlah laporan penyediaan jasa 
surat menyurat
17.  Jumlah laporan penyediaan jasa 
komunikasi, sumber daya air dna listrik 
yang disediakan
18.  Jumlah laporan penyediaan jas 
aperalatan dan perlengkapan kantor 

kepegawaian di elingkungan 
Pemkab Paser
5. Jumlah fasilitasi kegiatan 
assesment yang dilaksanakan
6.  Jumlah lembaga profesi yang 
terfasilitasi

8.  Jumlah kasus pelanggaran 
disiplin yang terselesaikan
9.  Jumlah laporan hasil 
pengelolaan penyelesaian 
pelanggaran disiplin ASN


